KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGANTIAN
ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang

a.

bahwa untuk mewujudkan proses Penggantian
Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, perlu dibentuk standar operasional prosedur
yang jelas, efektif, efisien dan terukur;

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian
Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan




Mengingat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur
Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten
Sumba Tengah,;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017
tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat

ibatenagat




Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terkahir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEEMPAT

tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1505);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun
2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai
Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi
Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang
Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara

Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN SUMBA TENGAH.

Menetapkan Penetapan Standar Operasional Prosedur
Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sumba
Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Penggantian
Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 8 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
DPRD KABUPATEN SUMBA TENGAH.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
WAIBAKUL




NOMOR SOP :]2 Tahun 2025
TANGGAL PEMBUATAN |:{13 Juni 2025
TANGGAL REVISI ;{18 Juni 2025
TANGGAL EFEKTIF 1118 Juni 2025
MILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM DISAHKAN OLEH ;| KETUA KOM

KABUPATEN SUMBA TENGAH KA SUMBA TENGAH

¥ U BEWA GUTY
NAMA SOP - J|PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN
SUMBA TENGAH
HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 1 |Memiliki Kemampuan dan Pengetahuan dalam mengelola
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Proses PAW
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 | 5 |Memiliki kemampuan untuk menggunakan Komputer
Tahun 2008 tentang Partai Politik; 3 |Memiliki kemampuan untuk menggunakan Aplikasi
SimPAW

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

Peraturanﬁlzomisi Pemi-l.illL1an Umum Nomor 6 Tahun 2017
tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

JPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2010
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisil
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik
Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik
Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

Jdih kpu.go.id/ntt/sumbatengah




KETERKAITAN

Standar Operasional Prosedur Surat Masuk/Keluar
Standar Operasional Prosedur PPID

Standar Operasional Prosedur Kearsipan
Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno

LR

AN

Apabil:: Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan,

maka berpengaruh terhadap kinerja lembaga dalam
pelaksanaan layanan PAW

Surat Usulan PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten
Dokumen Pendukung Lainnya yang relevan

Aplikasi SIMPAW
Komputer, Printer, dan Scan

PENDA'

W
Semua Dokumen yang dihasilkan dari SOP ini wajib
diarsipkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy




PELAKSBANA MUTU BAKU KETERANGAN
NO TAHAPAN KEGIATAN s OUTPUT
Ketua dan Anggota KPU Sekretaris | Teknis & KELENGKAPAN WAKTU
Hukum
15 Menit | pigposisi Tindaklanjut
) [Menerima Surat Usulan PAW dari Surat Usulan PAW dari Surat Usulan PAW dari  |Disposisi menjelaskan waktu pelaksanaan dan Peserta
Pimpinan DPRD Kabupaten f Pimpinan DPRD Kabupaten Pimpinan DPRD Rapat Pleno
i Kabupaten
. 1. Surat Usulan PAW dari
Pimpinan DPRD Kabupaten;
] 2. Dokumen pendukung . .
v H lainnya; (1) BA Pleno; (2} Daf (1) Proses PAW dapat dilaksanakan gpabtlg masa kerja
Melaksanakan rapat pleno tindak i 3K KPU . X Anggota DPRD Kabupaten masih lebih dari 6 bulan;(2)
2 ’ . { . Keputusan tentang 2 Jam Hadir Rapat Pleno; (3) . .
lanjut Usulan PAW i Penetapan Calon Terpilih; Notulen Rapat Pleno Telonis Rupat Plenc. dilaks sleh sekretariat
v,& ) oAk 4. Keputusan KPU tentang (Subbagian Teknis dan Hupmas)
i i Hasil Pemilihan Umum DPRD
Kabupaten Sumba Tengah
re:t;ual :ﬂn :";?nﬂflf;k;";:g (1) Surat Usulan PAW dari (1) Surat Jawaban PAW;
3 bah‘ an epﬂp:w ugnk p pimpinan DPRD Kabupaten; 1Jam (2) Tanda Terima Surat
dfl wa P‘:l’:le: apa {2) BA Pleno Keluar
Mendokumentasikan dan - - (1) Berita Acara Pleno; Dokumen proses PAW
mengarsipkan hasil rapat pleno (2) Dokumen Pendukung 30 Menit |¥2D8 telah
4 jawaban kepada Pimpinan DPRD Proses PAW; terdokumentasi dan
bahwa PAW tidak dapat dilaksanakan (3) disposisi/nota dinas terarsipkan dengan baik
Dokumen Hasil
verifikasi, klarifikasi dan
‘ » , (1) Surat Usulan PAW dari dokumen lainnya yang (1) Po‘kja PAW Melakukan verifikasi , klarifikasi dan
Melakukan verifikasi , klarifikasi dan i . relevan untuk menyiapkan dokumen pendukung yang relevan untuk
K pimpinan DPRD Kabupaten; i : ; N
5 |menyiapkan dokumen pendukung (2) Dokumen Pendukung 1 Hari pelaksanaan PAW {BA pelaksanaan PAW sebagaimana dimaksud pada PKPU 6
yang relevan untuk pelaksanaan PAW Lainnya yang relevan Klarifikasi/ BA Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU 6 Tahun
N Verifikasi/Surat 2019; 2)
Keterangan, Surat
Pernyataan Tertulis dil}

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah




PELAKSANA MUTU BAKU
TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT
Ketua dan Anggota KPU Sekretaris | Teknis & | Staf KELENGKAPAN WAKTU
Hukum
Melaksanakan Rapat Pleno untuk ¢ (1) KPU wajib Menunggu 14 hari setelah melaksanakan
membahas Proses PAW dan klarifikasi informasi tertulis dari masyarakat kepada
mencermati dokumen yang telah di ey SR WS oy S MR Dokumen Pendukung yang 2Jam  |BA Pleno Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak memenuhi syarat,

sebelum melanjutkan proses PAW; (2) Rapat Pleno dapat

disiapkan oleh Pokja PAW
i melibatkan sekretariat, untuk mempercepat tahapan SOP

proses, Rapat Pleno harus
memutuskan apakah Proses PAW

dapat dilanjutkan atau tidak. ! berikutnya
Membuat dan menyampaikan Surat Peny — o Pimpinan DPRD Kabupaten
Jawaban kepada Pimpinan DPRD @ D:)L)u?n‘\c?le:l:. ait 1 Jam (;; 2:;::";"‘“"83::' dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya
K“d"a“n"“‘“h”:\“ga’:‘f“y“‘“"‘“ b"“‘: pereortepilamy Lelu" ey surat dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Propinsi,DPRD
sedang melaku proses klarifika Kkabupaten
Calon Pengganti Antarwaktu pa

{ 1' ch:::a:c:‘;:lll)m!;ehm Proses menunggu adanya putusan yang berkekuatan
Menunggu adanya putusan yang PRI SIS SR Kabupaten Sumba Tengah; . putusan yang hukum tetap berpe@omm pgdu pasal 23APKPU PKPU 6
berkekuatan hukum tetap 2. Dokumen pendukung berkekuatan hukum tetap xgun gg}; sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 6

lainnya. un

(1) Penyampaian surat jawaban Pimpi DPRD
dilakukan paling lama 5 (lima} Hari sejak diterimanya
surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten ; (2) Apabila Proses
PAW dengan alasan diberhentikan sebagai anggota partai
politik dan Anggota DPRD Kabupten tersebut mengajukan
upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis

Membuat dan menyampaikan Surat

Jawaban kepada Pimpinan DPRD (1) Berita Acara Pleno (1) Surat Jawaban PAW; | . ¢ keberatan dari Partai Politik terkait dengan
Kabupaten vang berisi nama Calon Penetapan; (2) Dokumen 1 Jam (2) Tanda Terima Surat 2 . X

paten yang Pendukung Proses PAW Keluar kepengurusan ganda Partai Politik, Surat Jawaban untuk
Pengganti Antarwaktu beserta data g m enyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu
dukungnya H kepada Pimpinan DPRD Kabupaten harus disertai

keterangan bahwa Anggota DPRD Kabupaten dimaksud
sedang menempuh upaya hukum atau adanya keberatan
dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda

Partai Politik
Mendokumentasikan , mengarsipkan (1) Berita Acara Pleno; Dokumen proses PAW
dan menginput seluruh proses PAW ! {2) Dokumen Pendukung | Hari  |YA"8 telah Proses penginputan proses PAW kedalam Aplikasi
serta menginput proses PAW kedalam B R Proses PAW; terdokumentasi dan SimPAW dapat dimulai
(3) disposisi/nota dinas terarsipkan dengan baik

Aplikasi SimPAW

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah




PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur
organisasi yang telah ditetapkan

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur ini.

3. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar
Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.

4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di WAIBAKUL
pada tanggal 18 Juni 2025

b ae & KD

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 8 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah




